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Abstrak 

 
Penerapan E-Government melalui website Open Parlement di Indonesia Parliamentary 
Center (IPC) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 
publik dalam proses legislasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif untuk mengevaluasi dampak dan tantangan implementasi E-Government di 
IPC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Open Parlement telah berhasil 
meningkatkan akses informasi, memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif, 
serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi melalui fitur forum 
diskusi dan pelaporan publik. Digitalisasi dokumen dan proses legislasi juga telah 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja parlemen. Selain itu, peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas melalui website ini telah memperkuat kepercayaan 
publik terhadap parlemen dan proses legislasi. Namun, beberapa tantangan masih 
dihadapi, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, tingkat 
literasi digital yang bervariasi di kalangan masyarakat, dan masalah keamanan data. 
Rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi peningkatan investasi 
dalam infrastruktur teknologi, perluasan program pelatihan literasi digital, dan 
pengembangan kebijakan keamanan data yang lebih ketat. Penerapan E-Government 
melalui website Open Parlement di IPC merupakan langkah penting dalam mendukung 
demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan 
memanfaatkan teknologi secara efektif, IPC dapat terus meningkatkan kualitas layanan 
informasi dan memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat, sehingga 
tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. 
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A. Pendahuluan 
 

Pada era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral 
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. E-
Government atau pemerintahan elektronik merupakan salah satu implementasi teknologi yang 
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses 
pemerintahan. Dalam era digitalisasi dan globalisasi saat ini, teknologi informasi dan 
komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Penggunaan teknologi yang 
semakin berkembang pesat juga telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk 
di dalam dunia kerja. Teknologi telah memudahkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, 
serta membuka peluang baru bagi perusahaan untuk dapat berkembang lebih cepat Penerapan 
E-Government di berbagai negara telah menunjukkan potensi besar dalam memperbaiki 
layanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Sudiantini et 
al., 2023) 

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu berharap teknologi digital dapat mendorong 
transformasi yang lebih cepat lagi untuk perekonomian serta kehidupan bermasyarakat secara 
umum.  (Lebang Guntur Christian 2023). Indonesia, sebagai negara berkembang dengan 
populasi besar dan keragaman yang luas, menghadapi tantangan tersendiri dalam implementasi 
E-Government. Salah satu inisiatif penting dalam konteks ini adalah pengembangan website 
Open Parlement oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC). Website ini dirancang untuk 
menyediakan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi terkait kegiatan 
parlemen, kinerja anggota parlemen, serta proses legislasi yang sedang berjalan.  

Layanan informasi melalui website Open Parlement IPC diharapkan dapat menjawab 
kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi dan akuntabilitas parlemen. Melalui 
platform ini, publik dapat mengakses berbagai dokumen legislasi, profil anggota parlemen, 
laporan rapat, serta forum diskusi untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka. 
Dengan demikian, website ini bukan hanya sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga 
sebagai sarana interaksi antara parlemen dan masyarakat. 

Transparansi informasi publik merupakan salah satu cara terpenting untuk mendorong 
tata kelola pemerintahan yang baik dan demokrasi. Penyebaran informasi berfungsi sebagai alat 
bagi masyarakat umum untuk memantau seluruh perkembangan dan kebijakan yang diambil 
pemerintah. Definisi kebebasan informasi adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk 
mengontrol semua langkah dan kebijakan yang diambil dari pejabat negara(Sasmita & Rahaju, 
2023) 

Abstract 
 
The implementation of E-Government through the Open Parliament website at the 
Indonesia Parliamentary Center (IPC) aims to increase transparency, accountability, and 
public participation in the legislative process. This study uses a qualitative descriptive 
approach to evaluate the impact and challenges of implementing E-Government at IPC. 
The results of the study indicate that the Open Parliament website has succeeded in 
increasing access to information, enabling more effective public oversight, and 
encouraging active public participation in the legislative process through discussion 
forum features and public reporting. The digitization of documents and legislative 
processes has also increased the efficiency and effectiveness of parliamentary work. In 
addition, increased transparency and accountability through this website have 
strengthened public trust in parliament and the legislative process. However, several 
challenges remain, including limited technological infrastructure in remote areas, 
varying levels of digital literacy among the community, and data security issues. 
Recommendations to address these challenges include increasing investment in 
technological infrastructure, expanding digital literacy training programs, and 
developing stricter data security policies. The implementation of E-Government through 
the Open Parliament website at IPC is an important step in supporting better democracy 
in Indonesia. By addressing existing challenges and utilizing technology effectively, IPC 
can continue to improve the quality of information services and strengthen the 
relationship between parliament and the public, thus creating a more transparent, 
accountable, and participatory government. 
 
Key Words : E-Government, Information Services, Open Parliament Website 
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Indonesian Parliamentary Center (IPC) merupakan organisasi masyarakat sipil atau non 
government organization (NGO), yang fokus pada penguatan parlemen, sistem pemilu, partai 
politik, masyarakat sipil serta mendorong parlemen dalam memperkuat posisi dan peran 
kelembagaan. IPC berdiri pada 8 Juli 2005 dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. IPC didirikan oleh personil yang 
berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era reformasi 
dan juga berpengalaman dalam penguatan DPR. IPC bertujuan untuk mengkaji perlunya 
perubahan struktur di DPR dalam menyusun dan mengesahkan legislasi, pengawasan dan 
pengesahan anggaran nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah. (Novandra et al., 2024). 

Indonesia Parliamentary Center (IPC) didirikan sebagai sumber informasi utama bagi 
Parlemen Indonesia. Informasi tersebut berdasarkan temuan penelitian dan penasehat hukum 
mengenai desain sekolah, fungsinya, dan sistem yang mengaturnya. Penting untuk 
menyelenggarakan pertemuan yang efektif, representatif, dan akuntabel. Selain itu, IPC 
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam proses politik. 

IPC berasal dari program dialog yang didirikan oleh Lembaga Studi Pers dan Pembangunan 
(LSPP). Pada tahun 2005, sejumlah besar kegiatan menjadikan IPC sebagai badan yang fokus 
pada isu -isu parlementer dan kemasyarakatan. Pada awal berdirinya, IPC menjalin 
hubungan dengan lembaga legislatif melalui program Parlemen Pemuda Indonesia, yang 
memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai provinsi untuk berpartisipasi dalam 
prosedur legislatif dan administrasi. Sebagai hasil dari pertumbuhannya, IPC telah menjadi 
advokasi bagi berbagai bidang. isu-isu mengenai tata kelola perusahaan dan banyak sektor. 
Sejak tahun 2017, IPC telah berkolaborasi dengan DPR untuk mengembangkan Parlemen 
Terbuka, sebuah inisiatif global yang menggabungkan parlemen dan masyarakat umum untuk 
menciptakan parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif. 1 https://ipc.or.id/ 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan 
strategi yang lebih efektif dalam implementasi E-Government di Indonesia. Selain itu, temuan 
dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya 
dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan 
memperkuat demokrasi di Indonesia. 

 
B. Metodologi 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi 

penerapan E-Government pada layanan informasi melalui website Open Parlement di Indonesia 
Parliamentary Center (IPC). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk 
mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi, manfaat, dan 
tantangan yang dihadapi dalam penerapan E-Government di IPC. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 

 
a) Penerapan E-Government 

 
E-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat 

meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi delmi 
me lnjawab tulntultan dan kelbultulhan pulblic yang melnginginkan prosels pelngolahan data  
yang ce lpat dan informasi yang telpat. E l- Govelrnmelnt dipelrlulkan ulntulk melningkatkan 
e lfisie lnsi, elfe lktifitas ,transparansi, dan aku lntabilitas pelnye llelnggaraan pelmelrintahan 
delngan maksuld agar tulmbulh pe lningkatan kelpe lrcayaan masyarakat te lrhadap citra 
pellayanan pelmelrintah khulsulsnya birokrasi. (Sulmarna, 2024).  

 
Pe lmanfaatan el-Govelrnmelnt di Indonelsia karelna pelrulbahan pada kelhidulpan 

bangsa dan nelgara selcara fulndamelntal, dari sistelm pe lmelrintahan otoritelr dan se lntral 
ke l dalam sistelm pe lmelrintahan yang delmokratis dan melne ltapkan kelwe lnangan pulsat 
dan daelrah otonom. (Tasyah elt al., 2021) 

 
Pe llayanan el-Gove lrnmelnt belrtuljulan ulntulk me lmbelrikan informasi pelnting 

ke lpada pulblik se lpelrti program kelrja, misi, layanan pulblik, se lrta konelksi ke l sellulrulh 

                                                             
1 https://ipc.or.id/ 

https://ipc.or.id/
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Satulan Ke lrja Pelrangkat Dae lrah (SKPD) dan organisasi e lkstelrnal. UlU l RI Nomor 25 Tahuln 
2009 te lntang Pe llayanan Pulblik yang melne ltapkan prinsip-prinsip pelmelrintahan yang 
baik agar fulngsi pelmelrintahan dapat dilaku lkan selcara elfelktif. Layanan belrdasarkan 
pulblik pe lmelrintahan melmulngkinkan warga ne lgara ulntulk melngaksels be lrbagai nelgara 
dari layananbelrbagai layanan tanpa haruls selcara fisik tanpakantor pe lmelrintah haruls 
selcara fisik melngulnjulngi kantor pelmelrintah. Ke ltelrseldiaan dan akselsibilitas informasi 
telntang El-Gove lrnmelnt melmfasilitasi pelme lrintahan yang baik de lngan melningkatkan 
transparansi dan akulntabilitas layanan pu lblik. E l-Gove lrnmelnt julga diharapkan dapat 
me lningkatkan produlktivitas dan elfisielnsi, selhingga me lningkatkan krelativitas dan 
inovasi dalam melmbe lrikan pellayanan pulblik dan masyarakat. Belrdasarkan pada Inpre ls 
Nomor 3 Tahu ln 2003 te lntang Pelnelgakan Hulkulm dan Stratelgi Nasional E l-Gove lrnmelnt, 
pelme lrintah haruls mampul melngide lntifikasi dula selgme ln masyarakat yang belrbelda 
namuln saling telrkait, yaitul Inprels Nomor 3 Tahuln 2003 te lntang Pe lnelgakan Hulkulm dan 
Stratelgi Nasional E l-Govelrnmelnt, pelme lrintah haruls mampul melngide lntifikasi dula 
selgme ln masyarakat yang belrbe lda namuln saling telrkait (Sulharyana, 2017) :  

1. Masyarakat melngulpayakan pellayanan pulblik yang melme lnulhi ke lbultulhannya di 
sellulrulh Indone lsia, transparan, dan muldah diaksels mellaluli sarana intelraktif.  

2. Masyarakat belrulpaya melwuljuldkan impiannya, selhingga pelme lrintah haruls 
me lmfasilitasi partisipasi dan dialog masyarakat pada saat pe lmilul. 
 

Selcara telgas, Inprels no 3 tahuln 2003 dalam melrulmulskan bahwa tuljulan pelngelmbangan 
El-Govelrnmelnt melrulpakan ulpaya ulntulk melngelmbangkan pelnyellelnggaraan kelpelmelrintahan 
yang belrbasis (melnggulnakan) ellelktronik dalam rangka melningkatkan kulalitas layanan pulblik 
selcara elfelktif dan elfisieln. : 

1. Melmbanguln jaringan informasi dan transaksi pulblik yang belrkulalitas dan dapat diaksels 
olelh sellulrulh pelnduldulk Indonelsia seltiap saat, tanpa biaya dan tanpa pelnulndaan dan 
jaringan transaksi yang belrkulalitas tinggi dan dapat diaksels olelh sellulrulh pelnduldulk 
Indonelsia seltiap saat, tanpa biaya ataul pelnulndaan. 

2. Melmbanguln konelksi aktif hulbulngan delngan dulnia ulsaha ulntulk melndulkulng 
pelrtulmbulhan elkonomi nasional dan melningkatkan keltahanan telrhadap pelrdagangan 
dan pelrulbahan global. Dulnia ulsaha ulntulk melndulkulng pelrtulmbulhan elkonomi nasional 
dan melningkatkan keltahanan telrhadap pelrdagangan global melngulbah. 

3. Melmbanguln salulran komulnikasi nasional dan melmbelrikan kelselmpatan kelpada warga 
nelgara ulntulk belrpartisipasi dalam pelmelrintahan nasional .salulran dan melmbelrikan 
kelselmpatan kelpada warga nelgara ulntulk belrpartisipasi dalamtata kellola nasional. 

4. Melneltapkan prosels kelrja dan sistelm manajelmeln yang elfisieln dan transparan ulntulk 
melningkatkan transaksi dan layanan lintas batas antara badan pelmelrintah nasional dan 
daelrah. Prosels dan sistelm manajelmeln ulntulk melningkatkan transaksi dan layanan lintas 
batas antara badan pelmelrintah nasional dan daelrah. 

b) Konselp Akulntabilitas dan Transparansi 
Akulntabilitas melnulrult Stanbulry (2003) dalam (Pultult Tri H, Rafiansyah, Rosyaullia & 

iti aisyah, 2022)  yaitul belntulk kelwajiban ulntulk melmpelrtanggulng jawabkan atas 
kelgagalan ataul kelbelrhasilan dari pellaksanaan tulgas organisasi ulntulk melncapai tuljulan 
dan sasaran yang tellah diteltapkan.akulntabilitas dapat dipahami selbagai kelbultulhan 
ulntulk melngawasi sellulrulh aspelk pelkelrjaan, baik belrhasil ataul tidak, dalam rangka 
melnjalankan misi dan tuljulan organisasi. Kampanyel ini dilakulkan mellaluli belrbagai 
meldia dan selcara belrkala. Delngan akulntabilitas, masyarakat melmpulnyai kelmampulan 
ulntulk melmahami kelbijakan yang dilaksanakan olelh pihak yang dipelrcayanya. Meldia 
pelrtanggulngjawaban tidak hanya belrdasarkan ulndang-ulndang, teltapi julga 
melmuldahkan pihak yang belrwelnang melmpelrolelh informasi, baik telrtullis maulpuln lisan. 
Olelh karelna itul, akulntabilitas akan melnjadi lelbih pelnting dalam dulnia yang melnghargai 
kelpelrcayaan selbagai faktor telrpelnting, selrta dalam masyarakat yang transparan, 
delmokratis, dan belbas bias dalam melmpelrolelh informasi. (Pultult Tri H, Rafiansyah, 
Rosyaullia & iti aisyah, 2022)  

 
c) Welbsitel Opeln Parlelmelnt 

Situls onlinel parlelmeln melrulpakan salah satul layanan el-parlelmeln yang sangat 
diseldiakan olelh masyarakat ulntulk melnulnjang kinelrja. situls welb tellah melnjadi 
komponeln ultama dalam arsitelktulr informasi, pelndidikan, pellatihan, dan keltelrlibatan 
pulblik delngan parlelmeln (Intelr-Parliamelntary Ulnion, 2021).  
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Sulmbelr informasi ellelktronik telntang kelgiatan dan proseldulr lelgislatif. Pulblik 
tidak dapat melmpelrolelh informasi yang rellelvan melngelnai keltelntulan pelrdelbatan, 
melrelka akan teltap pelrcaya bahwa pelrdelbatan telrselbult tidak transparan, yang dapat 
melningkatkan skelptisismel pulblik telrhadap pelmelrintah dari hal ini pelnting bagi tim 
ulntulk melningkatkan delsain dan fulngsionalitas situls welb selhingga dapat diaksels dan 
digulnakan delngan lelbih muldah(Felbrina & Manulrulng, 2022). 

Hal ini gulna melmastikan masyarakat bisa melndapatkan aksels yang lulas 
telrhadap informasi dari lelgislatif selrta telrciptanya melkanismel ulntulk partisipasi pulblik 
yang telrbulka, selhingga hulbulngan antara parlelmeln dan masyarakat dapat telrjaga. 
Telrdapat belbelrapa prinsip di dalam pelnelrapan opeln parliamelnt (diantaranya ialah 
selbagai belrikult (Rahman & Izzatulssolelkha, 2024): 

1. Promosi buldaya keltelrbulkaan, yang di dalamnya mellipulti domain melngelnai hak 
masyarakat atas informasi lelgislatif, lalul ada domain melngelnai pelmelrintah yang haruls 
ikult selrta dalam melnelrapkan ulpaya keltelrbulkaan, sellanjultnya domain melngelnai 
intelrnal parlelmeln itul selndiri yang ditulnjulkan delngan seltiap kelbijakan yang 
dicanangkan, dan telrakhir belrpartisipasi aktif di dalam pelrtulkaran praktik baik di 
kancah global.  

2. Melmbanguln keltelrbulkaan informasi parlelmeln, yaitul melmbelntulk kelbijakan pelnyelbaran 
informasi selcara proaktif mellipulti kellelmbagaan, anggota parlelmeln, agelnda, dokulmeln 
pelrsidangan, anggaran, dan informasi melngelnai pelrsidangan selbellulmnya.  

3. Melmuldahkan aksels informasi parlelmeln, yaitul mellipulti pelnyeldiaan belrbagai salulran 
aksels bagi masyarakat telrhadap informasi parlelmeln baik dalam belntulk fisik maulpuln 
meldia mainstelam. 

4. Melngaktifkan komulnikasi ellelktoronik informasi parlelmeln, yaitul mellipulti pelnyeldiaan 
aksels telknologi informasi yang telrbulka (el-parliamelnt) 
Telmulan pelnellitian ini melnulnjulkkan bahwa pelnelrapan El-Govelrnmelnt mellaluli welbsitel 

Opeln Parlelmelnt di IPC tellah melmbelrikan dampak positif dalam hal transparansi, akulntabilitas, 
dan partisipasi pulblik. Namuln, belbelrapa tantangan masih pelrlul diatasi ulntulk melmastikan 
kelbelrlanjultan dan elfelktivitas inisiatif ini. 

 
a) Pelningkatan Transparansi dan Akulntabilitas 

Welbsitel Opeln Parlelmelnt tellah belrhasil melnyeldiakan aksels informasi yang lelbih 
telrbulka dan akulntabell. Hal ini seljalan delngan telori transparansi pelmelrintah yang 
melnyatakan bahwa aksels telrbulka telrhadap informasi dapat melningkatkan kelpelrcayaan 
pulblik dan akulntabilitas peljabat pulblik. Pelningkatan julmlah laporan kinelrja dan 
dokulmeln lelgislasi yang dipulblikasikan melncelrminkan komitmeln IPC dalam melndulkulng 
prinsip-prinsip pelmelrintahan yang baik. 

b) Partisipasi Pulblik dalam Prosels Lelgislasi 
Fitulr forulm diskulsi dan pellaporan pulblik melmulngkinkan masyarakat ulntulk 

belrpartisipasi selcara aktif dalam prosels lelgislasi. Hal ini melndulkulng telori partisipasi 
pulblik yang melnelkankan pelntingnya keltelrlibatan masyarakat dalam pelngambilan 
kelpultulsan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melmpelrkaya prosels lelgislasi teltapi julga 
melningkatkan rasa kelpelmilikan dan tanggulng jawab telrhadap hasil kelpultulsan. 

c) Tantangan dan Relkomelndasi 
Melskipuln hasil pelnellitian melnulnjulkkan belrbagai manfaat, tantangan telrkait 

infrastrulktulr telknologi, litelrasi digital, dan kelamanan data masih pelrlul diatasi. 
Belbelrapa relkomelndasi ulntulk melngatasi tantangan ini mellipulti: 

1. Pelningkatan Infrastrulktulr Telknologi: Pelmelrintah pelrlul melnginvelstasikan lelbih banyak 
dalam pelngelmbangan infrastrulktulr intelrnelt, telrultama di daelrah telrpelncil, ulntulk 
melmastikan aksels yang melrata. 

2. Pelningkatan Litelrasi Digital: Program pellatihan dan eldulkasi melngelnai litelrasi digital 
pelrlul dipelrlulas ulntulk melmastikan selmula lapisan masyarakat dapat melmanfaatkan 
telknologi delngan baik. 

3. Kelamanan Data: IPC pelrlul melngelmbangkan dan melnelrapkan kelbijakan kelamanan data 
yang lelbih keltat ulntulk mellindulngi privasi pelnggulna dan melncelgah potelnsi kelbocoran 
data. 
Pelnelrapan El-Govelrnmelnt mellaluli welbsitel Opeln Parlelmelnt di IPC tellah melmbelrikan 

dampak positif dalam melningkatkan transparansi, akulntabilitas, dan partisipasi pulblik. 
Namuln, ulntulk melmastikan kelbelrlanjultan dan elfelktivitas inisiatif ini, tantangan telrkait 
infrastrulktulr telknologi, litelrasi digital, dan kelamanan data pelrlul selgelra diatasi. Delngan 
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melngimplelmelntasikan relkomelndasi yang tellah diselbultkan, diharapkan IPC dapat telruls 
melningkatkan kulalitas layanan informasi dan melmpelrkulat hulbulngan antara parlelmeln dan 
masyarakat. 

 
D. Kesimpulan 

 
Pelnelrapan El-Govelrnmelnt mellaluli welbsitel Opeln Parlelmelnt di Indonelsia Parliamelntary 

Celntelr (IPC) tellah melmbelrikan dampak positif yang signifikan dalam belrbagai aspelk 
pelmelrintahan dan partisipasi pulblik. Welbsitel Opeln Parlelmelnt melnyeldiakan aksels muldah dan 
telrbulka kel belrbagai dokulmeln lelgislasi, laporan kinelrja, dan informasi telrkait parlelmeln. Hal ini 
melningkatkan keltelrbulkaan dan melmulngkinkan masyarakat ulntulk mellakulkan pelngawasan 
telrhadap kinelrja parlelmeln. Pulblikasi laporan kinelrja selcara rultin dan fitulr pellaporan pulblik 
melmulngkinkan masyarakat melmbelrikan ulmpan balik langsulng kelpada parlelmeln, melndorong 
anggota parlelmeln ulntulk belkelrja lelbih transparan dan belrtanggulng jawab atas tindakan 
melrelka. 

Fitulr forulm diskulsi dan pellaporan pulblik di welbsitel melmulngkinkan masyarakat ulntulk 
belrpartisipasi aktif dalam prosels lelgislasi dan melnyampaikan aspirasi melrelka. Ini melmpelrkaya 
prosels lelgislasi delngan pelrspelktif yang lelbih belragam dan melnciptakan melkanismel komulnikasi 
dula arah antara parlelmeln dan masyarakat. Digitalisasi dokulmeln dan prosels lelgislasi mellaluli 
welbsitel melnghelmat waktul dan biaya, selrta melmpelrcelpat prosels pelngambilan kelpultulsan di 
parlelmeln, melmulngkinkan anggota parlelmeln melngaksels informasi yang dipelrlulkan delngan 
celpat dan muldah. 

Transparansi dan akulntabilitas yang ditingkatkan mellaluli welbsitel Opeln Parlelmelnt 
melningkatkan kelpelrcayaan pulblik telrhadap parlelmeln dan prosels lelgislasi. Masyarakat melrasa 
lelbih pelrcaya bahwa pelmelrintah belkelrja ulntulk kelpelntingan melrelka. Sellain itul, implelmelntasi El-
Govelrnmelnt melndorong pelningkatan kapasitas telknologi di lelmbaga parlelmeln dan adopsi 
telknologi informasi yang lelbih lulas. Program pellatihan dan eldulkasi julga melmbantul 
melningkatkan litelrasi digital di kalangan masyarakat dan staf parlelmeln. 

Ulntulk melmastikan kelbelrlanjultan dan elfelktivitas inisiatif El-Govelrnmelnt ini, belbelrapa 
relkomelndasi pelrlul dipelrtimbangkan, selpelrti pelningkatan infrastrulktulr telknologi delngan 
invelstasi lelbih belsar dalam pelngelmbangan infrastrulktulr intelrnelt, telrultama di daelrah telrpelncil, 
ulntulk melmastikan aksels yang melrata. Pelrlulasan program pellatihan dan eldulkasi melngelnai 
litelrasi digital julga pelnting ulntulk melmastikan selmula lapisan masyarakat dapat melmanfaatkan 
telknologi delngan baik. Sellain itul, pelngelmbangan dan pelnelrapan kelbijakan kelamanan data yang 
lelbih keltat dipelrlulkan ulntulk mellindulngi privasi pelnggulna dan melncelgah potelnsi kelbocoran 
data.  

 
Selcara kelsellulrulhan, pelnelrapan El-Govelrnmelnt mellaluli welbsitel Opeln Parlelmelnt di IPC 

melrulpakan langkah pelnting dalam melndulkulng delmokrasi yang lelbih baik di Indonelsia. Delngan 
melngatasi tantangan yang ada dan melmanfaatkan telknologi selcara elfelktif, IPC dapat telruls 
melningkatkan kulalitas layanan informasi dan melmpelrkulat hulbulngan antara parlelmeln dan 
masyarakat, selhingga telrcipta pelmelrintahan yang lelbih transparan, akulntabell, dan partisipatif. 
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